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PENETAPAN
Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Bm

= b\ 1Y >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Til: Bima, 01-07-1972 / umur 47 tahun, pendidikan terakhir

SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman
di Kota Bima, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak

Pemohon;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 21 Oktober 2019
yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
dengan nomor 2742/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 21 Oktober 2019 telah
mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon
yang bernama XXXXXX, Ttl: Bima, 11-06-2001 / umur 18 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal
di RT.001 RW.001 Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima,
dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX, Ttl: Kota Bima,
09-02-2003 / umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004 RW.001 Kelurahan
Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima ;
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2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang
bernama XXXXXX tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon
isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta
mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 29
minggu;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan
agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon
isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sabh,
guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya
tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho
( sesusuan );

6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya
tersebut dan diterima baik oleh orang tua dan calon isteri anak
Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud
rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang
berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat
penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raba, Kota
Bima, Nomor : B-427/Kua.1808/5/pw/01/10/2019 tanggal 21 Oktober
2019 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-
laki Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar
memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :
A. Primer
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak
Pemohon vyang bernama XXXXX, untuk melangsungkan
perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Fazriatun binti
Jaharuddin;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair
Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap kepersidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut
perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara
sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk
mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut
permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan
didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat
bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan
dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
272/Pdt.P/2019/PA.Bm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad
Rifa’i, S.Ag., M.H.l., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan
Uswatun Hasanah, S.H.l, sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon;
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Ketua Majelis
TTD
Ahmad Rifa’i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota

TTD TTD
Drs. H. Mukminin. Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD
Zainal Arifin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp. 70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00

- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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Penetepan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs.H. Musaddad, S.H.
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